BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020
Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Namun berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa permasalahan
yang berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan satuan kerja
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Adapun permasalahan yang ditemui antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, tidak adanya pedoman
atau SOP penyusunan laporan keuangan tingkat satker UAKPA.
2. Aspek Pencatatan dan Verifikasi, terdapat dokumen memo penyesuaian

yang dibukukan ke dalam aplikasi komputer yang belum mendapatkan



paraf persetujuan oleh atasan. Paraf persetujuan ini dibutuhkan dalam
memo penyesuaian sebagai bukti bahwa ada verifikasi berjenjang,
sepengetahuan dan seijin pihak terkait dalam membukukan ke dalam
laporan.

3. Aspek Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, adanya keterlambatan
atau terlalu dekatnya waktu dalam menyampaikan laporan keuangan
satker Menko PMK ke tingkat Kementerian. Hal ini dikarenakan
kurangnya petugas penyusun laporan keuangan yang kompeten di
Kemenko PMK. Dimana jumlah laporan keuangan satker tidak sesuai
dengan jumlah penyusun laporan keuangan yang kompeten. Selain itu
belum ada petugas yang ditunjuk sebagai penyusun laporan keuangan
satker Menko PMK yang dituangkan dalam Surat Keputusan UAKPA dari
Kuasa Pengguna Anggaran satker Menko PMK. Serta belum optimalnya
penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan Satker Menko PMK
yaitu microsoft excel macros dari Kementerian Keuangan. Aplikasi ini
dapat digunakan dengan cara mengubah angka-angka dari hasil laporan
soft copy bentuk pdf menjadi excel, sehingga dapat meminimalisir
kesalahan pengetikan angka dalam draft laporan keuangan dan
mempercepat dalam proses penyusunan laporan keuangannya

Sedangkan untuk Aspek Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan

Keuangan, tidak ditemukan permasalahan dikarenakan jadwal penyusunan
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dan pengiriman laporan keuangan telah ditentukan melalui surat edaran dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap periode
penyusunan laporan keuangan. Dan satker Menko PMK telah memenuhi

ketentuan yang ada dalam surat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Penyusunan Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Penulis memberikan saran
antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, penulis menyarankan
untuk disusun suatu Pedoman atau SOP terkait penyusunan laporan
keuangan satker tingkat UAKPA.

2. Aspek Pencatatan dan Verifikasi, dalam hal ini penulis menyarankan agar
penyusun laporan keuangan menjalankan kembali fungsi otorisasi di
memo penyesuaian. Otorisasi memo penyesuaian kepada atasan yaitu
Koordinator Kelompok Keuangan atas penyesuaian yang akan dibukukan
di aplikasi komputer agar terdapat fungsi verifikasi ganda untuk

menghindari kekeliruan data yang disajikan dalam laporan keuangan.
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3. Aspek Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, penulis menyarankan
untuk menambah personil penyusun Laporan Keuangan yang kompeten
karena di tahun 2021 juga terdapat penambahan satker yang
mengakibatkan makin banyaknya laporan keuangan satker yang akan
disusun oleh pegawai di Bagian Keuangan. Penulis juga menyarankan
agar disusun Surat Keputusan Tim UAKPA yang diterbitkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran. Hal ini untuk memperjelas penanggungjawab
penyusun laporan keuangan satker Menko PMK sehingga penyusun
laporan lebih fokus dalam menyusun laporan keuangan, sehingga
laporan keuangan satker Menko PMK tidak mengalami keterlambatan
atau mendekati batas waktu dalam pengiriman laporan keuangan ke
tingkat Kementeriannya. Selain itu, penulis juga menyarankan agar
penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan Satker Menko PMK
yaitu microsoft excel macros dari Kementerian Keuangan digunakan
secara optimal. Karena aplikasi ini dapat digunakan dengan cara
mengubah angka-angka dari hasil laporan soft copy bentuk pdf menjadi
excel, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengetikan angka dalam
draft laporan keuangan dan mempercepat dalam proses penyusunan

laporan keuangannya
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